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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan 

manusia yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga antara 

yang satu dengan yang lain senantiasa saling membutuhkan. Kebutuhan terhadap 

barang manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi terutama dari pertukaran hak 

milik dengan istilah jual beli. Menurut Islam, jual beli merupakan pertukaran 

barang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan (alat tukar yang sah) dengan 

kerelaan dan keridhoan. 

Jual beli merupakan salah satu bentuk mu’a<malah, yaitu hubungan antara 

manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bentuk  mu’a<malah seperti jual beli 

disebut sebagai al–Mu’a<malah al-Madiyah yaitu mu’a<malah yang mengkaji 

objeknya atau bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang 

halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang 

memadaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta 

segi lainnya.
1
  

Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan 

dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai 

dengan harapan memperoleh ridho dariNya. Allah melarang terjadinya 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 4 



 

 

pemaksaan, oleh karena itu agar diperoleh satu keharmonisan dalam sistem 

perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral.
2
 

Rasulullah secara jelas telah banyak memberikan contoh tentang sistem 

perdagangan yang bermoral. Seperti perdagangan yang jujur, adil, tidak 

merugikan kedua belah pihak, seperti pemaksaan atau penipuan serta menimbun 

barang dengan mengorbakan kepentingan orang banyak, mencegat penjual dalam 

perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk keuntungan lebih 

serta mengurangi timbangan atau takaran dan lain sebagainya.
3
 

Perkembangan masalah mu’amalah terus berkembang, tetapi 

perkembangan tersebut juga harus diperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi 

kecurangan ataupun tindak mu’amalah yang dapat merugikan pihak atau pelaku 

ekonomi. 

Sesuai dengan Firman Allah dalam Qur’an Surat an-Nisa<’ 29 

لََ تأَْ كُلُوْاامَْوَالَكُمْ بَ يْ نَكُمْ باِلْبَاطِلِ اِلََّاَنْ تَكُونَ تِجَا رَةً عَنْ تَ رَاضٍ مِّنْكُمْ إِنَّ اللهَ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

 كاَنَ بِكُمْ رحَِيمَا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyanyang kepadamu. " (Q.S. an-Nisa<’:29)
4
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Bisnis dalam perspektif Islam adalah kebaikan yang bertujuan untuk 

mewujudkan kebaikan dan dilakukan dengan cara yang baik. Keuntungan sebagai 

sesuatu yang baik harus di capai dengan cara yang baik pula. Islam memandang 

orang lain sebagai subyek, bukan sebagai obyek bisnis. Subyek dan obyek 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai obyek bisnis, 

maka orang lain adalah pembeli atau pemakai jasa atau barang yang kita 

tawarkan, tetapi disaat yang sama orang itu juga mempunyai posisi dan 

kedudukan yang sama dengan kita, sebagai sesama manusia hamba Allah yang 

tidak boleh didzalimi, disakiti, dan dirugikan.
5
 

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-H{ajj: 25 

    ...وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بإِلْحِادٍبِظُلْمٍ بُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمً 
 

 “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara 

zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang 

pedih”.
6
 

Pembangunan khususnya dalam pembangunan perekonomian dibidang 

perindustrian dan perdagangan, telah membawa manfaat bagi konsumen, yaitu 

semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan dengan aneka jenis 

dan kualitas. Kondisi ini telah memberi banyak manfaat bagi konsumen. Namun 

disisi lain konsumen menjadi objek aktivitas bisnis para pelaku usaha yang 

mengharapkan keuntungan secara besar-besaran melalui proses promosi maupun 

penjualan yang seringkali merugikan konsumen. Hal ini diperparah oleh etos-etos 
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bisnis yang tidak benar, seperti bisnis yang harus bertujuan memperoleh 

keuntungan semata-mata, bisnis tidak memiliki nurani, dan lain sebagainya.
7
 

Mekanisme pasar berarti membahas tentang harga, turun dan naiknya 

harga sebagai akibat dari permintaan dan penawaran (suplly dan demand). 

Permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik menarik 

sehingga membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan komunitas pasar. 

Bila permintaan dan penawaran berjalan normal maka pasar akan stabil, tetapi 

apabila sebaliknya maka pasar akan rusak. Mekanisme pasar sangat bergantung 

sejauh mana keamanan proses transaksi yang terjadi di pasar tersebut. Selanjutnya 

untuk mengukur kondisi pasar hal ini dapat dilihat dari harga yang tercipta di 

pasar tersebut.
8
 

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-

menarik antara produsen dan konsumen baik dari pasar output (barang) ataupun 

input (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang 

yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.
9
 

Menurut Ibnu Taimiyah naik turunnya harga bukan saja dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang lain. Dalam kitab al-Hisbun Fi’il al-Islam dan Majmu’ Fatawa 

dijelaskan bahwa : 

“Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari 

sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah 
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penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurun jumlah 

impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, 

jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran 

menurun, harga tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan 

dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil 

atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan.”
10

 

Banjarnegara merupakan salah satu Daerah yang memiliki beberapa tujuan 

wisata. Salah satu tempat wisata yang viral adalah Dataran Tinggi Dieng. Dataran 

Tinggi Dieng adalah kawasan vulkanik aktif di Jawa Tangah, yang sebagian 

masuk wilayah Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Letaknya berada 

disebelah barat kompleks Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dieng memiliki 

ketinggian rata-rata adalah sekitar 2.000 m diatas permukaan laut. Suhu berkisar 

12-21ºC di siang hari dan 5-9 ºC di malam hari. Pemandangan yang sangat indah 

dan cantik ini sejak dulu sudah menjadi pusat perkembangan kebudayaan di 

Indonesia. Sekitar abad ke-19, sudah banyak wisatawan yang berkunjung dan 

berwisata ke Dieng terutama Bangsa Belanda.
11

 

Upaya mengenali “potensi diri” yang sudah dilakukan secara mandiri 

merupakan langkah awal yang produktif dilakukan warga Dieng Kulon. Warga 

Dieng memiliki pemahaman akan sumber daya/daya tarik yang sering dikunjungi 

wisatawan atau tempat-tempat di mana para pemandu lokal sering yang sering 

mengajak wisatawannya, seperti ke Candi Arjuna, Museum Kalilasa, Kawah 

Sikidang dan objek wisata lainnya. 
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Dikutip dari situs resmi Pokdarwis Wisata Dieng ada beberapa kriteria 

wisatawan yang dapat mempengaruhi usaha masyarakat yaitu wisatawan 1H, 2H, 

dan 3H. 1H yaitu wisatawan yang berkunjung selama 1 hari dan berdampak 

ekonomi pada masyarakat desa wisata seperti kegiatan pemandu wisata, foto 

grafer, kesenian, angkutan wisata, kuliner makanan, souvenir, dan oleh-oleh khas 

serta keamanan parkir. 2H yaitu wisatawan yang berkunjung menginap dan 

berdampak pada usaha masyarakat desa wisata seperti pada usaha masyarakat 

desa wisata seperti pada 1H dan ditambah homestay atau pengusaha penyewaan 

alat camping. Sedangkan 3H yaitu wisatawan yang berkunjung lebih dari 1 malam 

dan berdampak usaha masyarakat desa wisata seperti 2H ditambah dengan 

kegiatan lain seperti kunjungan ke Geothermal.
12

 

Kawasan Wisata Dieng terdapat banyak masyarakat yang menjualkan 

jajanan maupun aksesoris pernak pernik (souvenir) yang menggambarkan ciri 

khas dari daerah Dieng itu sendiri. Salah satu jajanan khas dari Dieng adalah 

manisan carica, buah kemiri, purwaceng, kentang, opak, terong belanda, mie 

ongklok dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pernak pernik aksesoris seperti 

Souvenir gantungan kunci, kaos, topi, dan jaket bertuliskan “Dieng” dan lain 

sebagainya. 

Dalam praktik perdagangan tersebut terdapat beberapa penyimpangan 

dalam menetapkan harga yang digunakan penjual untuk menjualkan barang 

dagangannya yaitu dengan menaikkan harga saat hari raya atau saat hari libur 
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yang dimanfaatkan penjual untuk menjualkan barang dagangannya dengan harga 

yang tinggi, adanya diskriminasi atau ketidakadilan antara  pembeli (konsumen) 

yang berasal dari daerah Dieng itu sendiri atau yang berasal dari luar Dieng 

dengan tolak ukur bahasa yang digunakan yaitu bahasa daerah Wonosobo, bahasa 

indonesia maupun bahasa asing. Jika pembeli menggunakan bahasa asing dan 

bahasa indonesia maka penjual memberikan harga yang melambung tinggi dari 

harga standar. Seperti souvenir bunga abadi yang biasanya dijual dengan harga 

Rp. 15.000 dijual dengan harga Rp. 50.000 bahkan lebih.
13

 Carica yang harga 

standarnya Rp. 20.000 penjual biasa menjual dengan harga Rp. 35.000 sampai Rp. 

50.000.
14

 

Kedudukan konsumen sangatlah lemah, antara lain disebabkan karena 

tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah. 

Perhatian terhadap perlindungan konsumen sangat diperlukan setiap orang. Pada 

suatu waktu, apakah sendiri atau berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan 

apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Oleh 

karena itu diperlukan pemberdayaan konsumen.
15

 

Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan 

dalam Pasal 10 yang berbunyi: 
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 Wawancara dengan pedagang, Khaliyah, 34 tahun di Objek Wisata Kawah Sikidang 

pada tanggal 7 Juli 2018   
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Wawancara dengan pedagang, Fitri, 22 tahun di Objek Wisata Kawah Sikidang pada 

tanggal 7 Juli 2018 
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 Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan ...,  hlm. 162 



 

 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromokasikan atau 

membuat pernyataan yang tidak benar atau menyelesaikan mengenai: 

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa; 

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
16

 

Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa pelaku usaha (penjual) 

dilarang untuk memperdagangkan dagangannya melebihi harga atau tarif barang 

yang tidak sesuai dengan harga yang wajar.  

Menurut ajaran Islam, kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan nilai-

nilai Islami yang dijiwai oleh semangat ibadah kepada Allah dan berusaha 

semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama. Hal yang harus diperhatikan 

sebagai etika dalam pemasaran menurut Islam memiliki kepribadian yang baik 

dan spiritual (taqwa) sehingga dalam melakukan pemasaran tidak semata-mata 

untuk kepentingan sendiri melainkan untuk menolong sesama. Pemasaran 

dilakukan dalam rangka untuk melakukan kebajikan dan ketaqwaan kepada Allah 

dan sebaliknya.
17

 

Mekanisme pasar memiliki arti khusus dalam sistem ekonomi Islam. Teori 

harga dalam Islam melarang setiap bentuk pemerasan, baik dari pihak produsen 

maupun konsumen. Oleh karena itu, bentuk pemerasan dalam mekanisme pasar 

Islam merupakan bentuk perbuatan tercela, bukan saja pada dimensi duniawi 

tetapi juga ukhrawi. 
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Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian 

berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan kosumen. 

Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparasi 

yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak.
18

 

Menurut penjelasan Hukum Islam tersebut sudah jelas bahwa pedagang 

dalam hal ini harus selalu berlaku adil antara sesama pembeli (konsumen) dan 

tidak boleh membeda bedakan antara pembeli yang satu dengan pembeli yang 

lain. 

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi 

yang berjudul “TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SOUVENIR KHAS WISATA DIENG 

BANJARNEGARA” 

B. Definisi Operasional 

Penulisan ini menggunakan berbagai istilah kata, dan untuk mengatasi 

kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah tersebut, berikut adalah 

definisi operasional dari isitilah-istilah tersebut: 

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada kosnsumen
19

 

2. Hukum Islam adalah Hukum atau aturan yang berpedoman pada dalil al-

Qur’an dan Hadist 
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Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 58  
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 Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  



 

 

3. Souvenir khas wisata Dieng Banjarnegara adalah oleh-oleh yang berupa 

makanan khas carica dan bunga abadi atau bunga edelweiss yang sudah 

dikeringkan. 

4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
20

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, penulis mencoba untuk merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik jual beli souvenir khas di kawasan wisata Kawah 

Sikidang Dieng Banjarnegara ? 

2. Bagaimana pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 

Hukum Islam terhadap praktik jual beli souvenir khas di kawasan wisata 

Kawah Sikidang Dieng Banjarnegara ?   

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk : 

1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli souvenir khas di kawasan wisata 

Kawah Sikidang Dieng Banjarnegara 

2. Mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan Hukum Islam terhadap praktik jual beli souvenir khas di 

kawasan wisata Kawah Sikidang Dieng Banjarnegara 
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 Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



 

 

Sementara itu, manfaat penelitian ini dalah sebagai berikut ; 

1. Secara akademis adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan 

tentang praktik jual beli souvenir khas wisata dan perlindungan 

kosnsumen serta pustaka keilmuan Islam terutama yang berkaitan dengan 

hukum positif yang berpedoman pada hukum syariah. 

2. Secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan dalam pengelolaan penetapan harga yaitu pemerintah 

setempat dan para pedagang di sekitar wisata Kawah Sikidang. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama 

membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli. Penulis dalam 

menyusunan skripsi ini sebelumnya telah melakukan penelaahan awal terhadap 

pustaka atau karya-karya terdahulu. Namun, penelitian ini juga bukan duplikasi 

atau pengulangan dari peneliti-peneliti terdahulu. 

Ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai 

rujukan serta ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis kemukakan, 

diantaranya yaitu : 

Skripsi Fathurrizqiah (2017) yang berjudul “Analisis Hukum Islam 

terhadap Praktek Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Makanan Di Objek 

Wisata Dieng Kabupaten Banjarnegara“. Skripsi ini hanya terfokus kepada 

analisis hukum Islam terhadap harga dalam jual belinya saja. Sedangkan penulis 



 

 

dalam skripsi ini tidak hanya membahas tentang penentuan harganya saja tetapi 

juga dari telaah UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
21

 

Skripsi Khusnul Khotimah (2015) yang berjudul “Perlindungan Konsumen 

dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini membahasa tentang 

perlindungan konsumen dalam membeli barang bekas yang tidak diketahui 

spesikfik atau kejelasan barang atau objek yang di perjual belikan.
22

 

Skripsi Wiji Saraspeni (2016) yang berjudul “Perlindungan Konsumen 

terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan dalam Perspektif UU 

No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini fokus kepada 

perlindungan konsumen terhadap  harga di warung makanan yang tidak tertulis 

atau tertera jelas pada daftar menu makan. Skripsi ini bertujuan untuk membahas 

tentang hukum perlindungan konsumen yang tidak mengetahui harga pada 

warung makan di daerah Malioboro.
23

 

Persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang pernah 

mengkaji sebelumnya: 
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 Fathurrizqiah , Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Dalam 

Transaksi Jual Beli Makanan Di Objek Wisata Kawah Sikidang Kabupaten Banjarnegara, skripsi, 

(UNSIQ Wonosobo, 2017) 
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 Khusnul Khotimah, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau 

dari Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, skripsi ( IAIN 

Salatiga, 2015) Dikutip dari http://e-

repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/877/1/khusnul.khotimah.21411009.pdf, diakses 5 Juni 2018 
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Table 1: Persamaan dan perbedaan telaah pustaka 

Nama Judul Persamaan Perbedaan 

Fatkhurrizqiah  Analisis Hukum 

Islam terhadap 

Praktek Penetapan 

Harga dalam 

Transaksi Jual Beli 

Makanan Di Objek 

Wisata Dieng 

Kabupaten 

Banjarnegara 

 

 

 

Persamaan 

skripsi penulis 

dengan skripsi 

yang sudah 

pernah mengkaji 

yaitu sama-sama 

membahasa 

tentang 

perlindungan 

konsumen dan 

kedudukan 

konsumen 

menurut Hukum 

Islam dan 

Undang-Undang 

Perlindungan 

Konsumen  

Penulis tidak hanya 

menggunakan 

hukum Islam tetapi 

juga menggunakan 

Undang-Undang 

Perlindungan 

Konsumen 

 

Khusnul 

Khotimah  

Perlindungan 

Konsumen dalam 

Jual Beli Barang 

Bekas Ditinjau dari 

Hukum Islam dan 

UU No.8 Tahun 

1999 tentang 

Perlindungan 

Konsumen 

Perbedaan 

konsumen yang 

diteliti penulis itu 

tidak hanya yang 

memiliki modal 

besar tetapi semua 

konsumen bisa 

membeli tetapi 

harganya berbeda-

beda 

 

Wiji Saraspeni  Perlindungan 

Konsumen terhadap 

Hak Atas Informasi 

Harga Pada Menu 

Makanan dalam 

Perspektif UU No.8 

Tahun 1999 tentang 

Perlindungan 

Konsumen 

Dalam penelitian 

Wiji Saraspeni 

harga yang 

dimaksudkan sama 

seluruh kosnumen 

sedangkan dalam 

penelitian penulis 

harga yang 

dijualkan setiap 

konsumen berbeda-

beda 

 

 



 

 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi sangat penting karena mempunyai fungsi 

untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan 

dan berurutan.  

Bab Pertama, sebagai pembuka dalam pembahasan skripsi sekaligus sebagai 

pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan 

sistematika penulisan. 

Bab Kedua, merupakan landasan teori. Dalam kerangka landasan teori ada 

beberapa teori yang digunakan yaitu tentang teori harga dan teori perlindungan 

konsumen. 

Bab ketiga, adalah bab yang akan menyajikan metodologi penelitian yang 

akan dipakai dalam penelitian ini. Metodologi penelitian ini meliputi jenis 

penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data  

Bab keempat yaitu hasil dan pembahasan penelitian tentang praktik penentuan 

harga jual yang dilakukan oleh padagang di kawasan wisata Dieng dan 

implementasi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindunagan Konsumen dan 

Hukum Islam 

Bab kelima sebagai penutup dari keseluruhan skripsi ini, dan penulis berusaha 

menyimpulkan hasil yang diperoleh dari analisa bab empat. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam perlindungan 

konsumen terhadap praktik jual beli souvenir khas Wisata Dieng 

Banjarnegara menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 

Hukum Islam maka dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut: 

1. Praktik Jual Beli Souvenis Khas Wisata Dieng Banjarnegara 

Wisata Dieng memiliki beberapa destinasi wisata salah satunya 

adalah  Kawah Sikidang. Kawah Sikidang memiliki pasar yang ada di 

sekitar lokasi objek wisata Kawah Sikidang yang berjejer di sepanjang 

jalan menuju Kawah. Pasar tersebut sudah alam berdiri tetapi baru ada 

pendataan sekitar tahun 2007. Awal mula pasar tersebut hanya 

berjumlah 40 pedagang saja tetapi seiring berjalannya waktu pasar 

tersebut mengalami penambahan pedagang yaitu sekitar 160 pedagang. 

Pedagang dan pembeli melakukan transaksi secara langsung (face 

to face) sehingga terjadi tawar menawar dalam aktivitas tersebut. 

Namun sebelum adanya tawar nemawar tersebut pedagang tidak 

meyampaikan informasi yang jelas tentang harga yang dijualkan. 

Disisi lain, pedagang dalam menjualkan dagangannya juga 

membeda-bedakan harga antar pembeli karena memang tidak ada label 

harga dalam barang dagangan yang mereka jual sehingga pedagang 

dalam hal ini menjualkan dagangannya tanpa patokan harga.   



 

 

2. Pandangan Undang-undang perlindungan konsumen dan Hukum Islam 

terhadap jual beli souvenir khas wisata Dieng Banjarnegara 

a. Pandangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli souvenir khas 

Wisata Dieng Banjarnegara 

Dalam praktik jual beli souvenir khas wisata Dieng tersebut 

pedagang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen secara keseluruhan pada pasal 

yang membahas tentang kewajiban pedagang. Kalau kewajiban 

pelaku usaha tidak dijalankan maka dengan jelas hak dari 

konsumen tidak terpenuhi dan mengenai perbuatan-perbuatan yang 

dilarang dalam Undang-Undang tersebut yaitu pada pasal 4 huruf 

c, g tentang hak konsumen, pasal 7 huruf c tentang kewajiban 

pelaku usaha, pasal 10 huruf a tentang perbuatan yang dilarang 

pelaku usaha. 

b. Pandangan Hukum Islam terhadap parktek jual beli souvenir khas 

Wisata Dieng Banjarnegara 

Hukum Islam pada dasarnya membolehkan segala aktivitas 

transaksi selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam jual beli 

souvenir khas wisata Dieng tersebut transaksi yang dilakukan 

meskipun terdapat perbedaan harga antar konsumen tersebut dapat 

dikatan sah. Karena dalam transaksi tersebut sudah terpenuhi 

semua baik rukun maupun syarat jual beli yang mana rukun dapat 



 

 

dikatakan terpenuhi karena pelaku usaha dan konsumen sudah 

baligh, dan mengerti tentang transaksi yang dilakukan. Dan sudah 

terjadi kesepakatan atau kerelaan dalam jual beli tersebut karena 

sebelumya memang sudah ada tawar menawar yang terjadi. Objek 

yang dijualkan juga sudah jelas.  

Meskipun dalam jual beli hukum Islam tidak mengatur 

tentang besaran laba atau keuntungan yang diperoleh, tetapi Islam 

sangat menganjurkan jual beli yang bersifat adil, jujur serta tidak 

ada kedzaliman. Dalam melindungi kepentingan konsumen, syariat 

Islam memberikan hak kepada konsumennya dalam kegiatan jual 

beli yaitu hak khi<yar (khi<yar al-Ghabn al-Fahisy). Khi<yar  jenis ini 

bisa menjadi hak dari konsumen saat konsumen merasa ditipu. 

Konsumen memiliki hak untuk menarik diri dari jual beli dan 

membatalkan akad dalam waktu 3 hari. Rukun dan syarat khi<yar 

dalam hal ini sudah terpenuhi sebagaimana rukun dan syarat jual 

beli. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberi saran-

saran sebagai berikut: 

a. Kepada pihak pengelola UPT Dieng Banjarnegara 

Peningkatan pengawasan terhadap semua aktivitas yang terjadi 

dalam kawasan Wisata Dieng Banjarnegara dengan lebih tegas lagi 

terhadap pedagang yang berjualan di Pasar Kawah Sikidang dengan 



 

 

melakukan standarisasi harga atau bisa juga dengan labelisasi harga 

sehingga aktivitas dalam pasar dapat berjalan sesuai dengan 

sebagimana mestinya dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

Perbaikan dalam aturan di lingkungan Wisata Dieng harus lebih 

diprioritaskan serta dengan adanya sosialisasi kepada para pedagang 

tentang adanya aturan mengenai standarisasi harga dan lebel dalam 

setiap barang dagangan yang mereka jual. 

b. Kepada pedagang di Pasar Kawah Sikidang 

Kepada pedagang di Pasar Kawah Sikidang diharapkan agar 

tunduk terhadap aturan yang sudah diberlakuakn oleh Pemerintah 

setempat. 

c. Kepada Konsumen Pasar Kawah Sikidang 

Kepada konsumen diharapkan dapat mengetahui tentang hak-

haknya dalam kebutuhan konsumsinya sehingga tidak ada 

kesenjangan atau kerugian yang diterima padahal sudah tertera dalam 

Undang-Undang.
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